EEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUHLIK INDONESIA

NOMOR 616 TAHUN 2016
TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IHTIDATVAH ABY-

Menimbang

Mengingat

SYARITFIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIKE INDONESLA,

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah
yang bermutu, perlu memberikan kescmpatan masyarakat
melalui organizasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan
madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

behwa madrasah wang tercantum dalam keputusan ini
memenuhi persyaraten edministratif, tekniz dan kelayalan
sebagaimana mestinya serla telah  direkomendasikan  oleh
Kepala Kantor Eementerian Agama Kabupaten Purwakarta
MNomor: Kd.10.14/2/PP.00/1141.1/2016 dan Nota Persetujuan
Kepala Bidang Fendidilkan Madrasah Nomaor:
0359/ ND/IFM/2016:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebapaimana dimaksud
dalam huruf a dan humf b perin menetapkan Eeputusan
hMenteri Agema tentang Penctapan [min Operasional Pendirian
Madrasah Ibtidaiyah Asy-Syardifiyah Kabupaten Purwakarts;

Undang-Undang MNomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem
Pendidikan MNasional ([Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4301);

Undang-Undeng Nomor 14 Tehun 2005 tentang Gum dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4386);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Masional Pendidikan [Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomaor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia MNomor 4496] sebagaimana telah diubah dengsn
Peratursan Pemerintah MNomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peruturan Pemerintzh Momor 19 Tahun 2005
lentang  Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negama
Republik Indonesia Tehun 2013 Momor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5410);
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Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belzjar Pendidikan Dasar ({Lembaran Negara Republilt
Indonesia Tabun 2008 Momor 90, Tambzhan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4563);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lemberen Negare Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 291, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor €864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Gum
(Lembaran Nepam Republik Indonesis Tehun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
MNomor 494 1);

Peraturen Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelengparssn Pendidiken (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomoer 23,
Tambahan Lembaren Megama Repuhblik Indonesia Nomor
2130) sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintsh Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenpparasn Pendidikan [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1132,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
3157);

Peraturan Menterl Pendidikan MNasiomal Nomor 24 Tahun
2007  Standar Sarana dan Prasarana Untuk Selolzh
Dasar/Madrasah Ibtidaivah, Selmlak Menengah
Pertama, Madrasah Tsanzwiyah, dan Sckolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
201¢ tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidilan di
Kabupaten/Kota sebagaimanz telash diubah menjadi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menterd
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tehun 2010 tentang Standar
Pelayanen Minimal Pendidikan di KEabupaten /Kots;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Standar Kompetensi Lulusen dan Standar Isi Pendidikan
Apama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

Peraturan Menteri Agama MNomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madreseh dan Penpawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolzh [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 MNomor 206] sebagaimana telah divbah denpgan
Peraturan Menterd Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Apama Nomor 2 Tehun
2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas
Pendidikan Agama Islam pada Sekolzsh (Berita Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);



Menciapkan
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12. Peraluran Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran  Pendidikan Madrasah  (Berita  Negars
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUEHAN:

EEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN IZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDATYAH ASY-
EYARIIFITAH.

Memberikan izin operasional pendirian  kepada madrasah
sebapaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahlan dengan Keputsan ini.

Selelah jangka waktu 7 ffujuh) Tahun, Kepzla Madrasah yang

bersangkutan wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan mardrasah kepada Kepala
Kentor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit
perkembanpan jumlah peserta didik, pelakssnaan kurikulum,
pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan
pelaksanaan pemenvhan  standar  pendidik dan  tenaga
kependidikan; dan fatan

b. Mengajuken pendaftaran visitasi akreditasi sekolzh/madrasah
kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraluran perundsng-
undangan,

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayansn
tninimal penyelenggarsan pendidikan dan/atau hasil akreditesi
sebagaimana dimaksud Dikmum EEDUA huruf b mendapat
peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud
dalam Dikium KESATU tetap berlala,

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA bhuruf a dinilai memenuhi standar pelayanan
mitiimal penyelenggaraan pendidikan danfatau hasil akredilasi
scbagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat
peringkat minimal C, meka izin operasional sebagaimans dimaksud
dalam Diktum KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlalm pada tanggzl ditetapkan.

Ditetaplkan di Bandung
pada tangeal 27 Jumni 2016

ITERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
ALA KANTOR WILAYAH

TERIAN AGAMA

INSI JAWA BARAT,
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